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ABSTRAK 

 
 
Nama    : YOHANA, S.H. 
 
Program Studi  : Magister Kenotariatan 
 
Judul Tesis  : Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Waris  
       Oleh Anak Luar Kawin. 
 
 
Tesis ini membahas perihal ahli waris terjadi karena adanya  hubungan perkawinan dan 
karena adanya hubungan darah. Ahli waris karena adanya hubungan darah dalam hal 
ini adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam tesis ini penulis 
memfokuskan pada hak mewaris anak luar kawin, dimana anak luar kawin berbeda 
kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya dimana 
anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga 
ibunya. Sasaran penulis dalam tesis ini adalah apakah anak luar kawin mempunyai hak 
untuk mewaris atas harta peninggalan orang tuanya sendiri (ayahnya) dan tindakan apa 
yang dilakukan seorang Notaris/PPAT untuk membantu agar harta peninggalan tersebut 
dapat dimiliki oleh isteri dan anak luar kawin yang ditinggalkan oleh si Pewaris. 
Semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan bermanfaat dan menambah wawasan bagi 
pembacanya. 
 
 
Kata Kunci : Hak Waris Anak Luar Kawin 
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ABSTRACT 

 
 

Name   : YOHANA, S.H. 
 
Study Program : Master of Notary 
 
Thesis Title : Judicial Review Against Children By Waris Land Ownership of 
   Foreign Married 
 
 
This thesis discusses the subject is due to the heirs of the marriage relationship and 
because of blood ties. Heirs of blood relationship in this case are the children who are 
born within marriage. In this thesis the author focuses on the inherited rights of the 
child outside of marriage, where the child outside of marriage different from his 
position with a legitimate child before the law, according to Law No. 1 of 1974 and the 
Book of Civil Law Act. In fact, where a child outside of marriage has only a legal 
relationship with her mother and her family. Target the author in this thesis is whether 
the child has the right to marry outside the inherited legacy of his own parents (his 
father) and what action is undertaken by a Notary / PPAT to help make these treasures 
can be owned by the wife and children outside marriage are left by the heir. Hopefully 
this thesis can be useful reading and add insight to the readers. 
 
 
Keywords: Inheritance Rights of Children of Foreign Marriage 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku

bangsa yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya terutama

masih bercorak agraris. Sehingga tanah masih merupakan salah satu faktor penting

dalam kehidupan manusia. Baik sebagai sumber hidup maupun sebagai wadah secara

pembangunan fisik untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan bangsa

Indonesia, maka permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan

penguasaaan dan peralihan hak atas tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam

peraturan perundangan.

Hal demikian telah diamanatkan dalam sila kelima UUD 1945 dan Pasal 33 ayat 3

UUD 1945, untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam bidang pertanahan maka

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA). UUPA yang memuat dasar-dasar pokok di bidang pertanahan merupakan

landasan bagi usaha pembaharuan hukum sehingga diharapkan adanya jaminan

kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan

bersama secara adil. Tegasnya untuk mencapai kesejahteraan dimana dapat secara

aman melaksanakan hak dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan

yang telah memberikan jaminan kepastian perlindungan terhadap hak dan kewajiban

tersebut.1

Dalam Pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh

rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur agraria dengan sebutan Hak

Menguasai Negara (HMN). Dalam Pasal 9 ayat 1 UUPA disebutkan sebagai berikut :

_____________________
1Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya,

Cetak Satu, (Bandung:Alumni Bandung, 1983), hal 16.
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“Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum

yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas ketentuan

Pasal 1 dan 2”.

Kemudian mengenai Hak atas tanah Pasal 9 ayat 2 UUPA menyatakan sebagai

berikut:

“Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk

mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.2

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia

(WNI) tanpa membedakan pribumi dan keturunan memiliki kesempatan yang sama

untuk memperoleh hak atas tanah dan mendapatkan manfaat serta hasilnya. Hal ini

diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan keleluasaaan dan

kemudahan mengenai status kewarganegaraan di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tersebut disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006 yang

mencantumkan :

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang

sebagai Warga Negara.”

Dengan demikian terkait dengan bidang pertanahan, hak seorang warga negara atas

kepemilikan hak atas tanah tidak memandang ciri fisik, suku, agama maupun ras dari

masing-masing warga negara tersebut. Bagaimana dengan kepemilikan hak atas tanah

untuk suku bangsa Cina (Keturunan Tionghoa) yang juga merupakan Warga Negara

Indonesia? Masyarakat Keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia untuk memiliki

hak atas tanah dapat dilakukan salah satunya dengan jalan pewarisan. Dalam hal

pewarisan ini yang seringkali menjadi polemik dalam masyarakat Keturunan Tionghoa di

Indonesia adalah masalah pemilikan hak atas tanah karena pewarisan, karena pada

kenyataannya masih banyak masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di

_____________________
2Boedi Harsono, (Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 220.

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012



Universitas Indonesia3

Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat.

Kesadaran untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sangat kurang

terutama bagi masyarakat Keturunan Tionghoa yang menikah pada masa pra

kemerdekaan. Hal tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Tionghoa pada

waktu itu dan ditambah dengan pengaruh kebudayaan Cina yang masih kental bahwa

perkawinan adalah sah apabila telah meminta ijin dari arwah para leluhur serta telah

mendapatkan restu dari para sanak saudara yang ditandai dengan acara resepsi atau

makan-makan bersama.

Dalam kondisi tersebut di atas menimbulkan suatu akibat hukum bagi keturunan

mereka yakni anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan

tersebut akan mendapatkan kedudukan sebagai seorang anak luar kawin. Hal ini

disebabkan karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa

suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan meng-

haruskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah

dilakukan. Dengan demikian apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur

sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap belum

sah menurut hukum negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 856

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi :

“Bila tidak ada orangtua dari pewaris tersebut maka anak-anak luar kawin

yang diakui beserta dengan keturunannya berhak mewaris bersama-sama

dengan saudara pewaris, sedangkan bagi anak luar kawin yang tidak diakui

tidak mempunyai bagian dalam pewarisan karena anak luar kawin tidak

mempunyai hubungan hukum dengan siapapun kecuali dengan yang

mengakuinya”.

Dengan demikian untuk anak luar kawin yang diakui sah status hukum untuk

kepemilikan hak atas tanah warisan sudah jelas bisa dilakukan dan diatur dalam

peraturan perundangan di Indonesia, tetapi bagaimana dengan anak luar kawin yang

tidak diakui, apakah dengan keadaan tidak diakui tersebut mereka harus pasrah

menerima nasibnya yang tidak bisa memiliki hak atas tanah warisan dari si pewaris?

dalam kenyataannya masih banyak sekali di Negara Indonesia ini yang menjadi anak

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012
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luar kawin, sehingga penulis beranggapan bahwa hal tersebut menarik untuk

dilakukan penelitian dan dibahas agar ada penyelesaian dalam permasalahan ini.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka

pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemilikan tanah waris untuk anak yang lahir dari

perkawinan yang tidak tunduk pada perundang-undangan (menurut Hukum

Indonesia) ?

2. Bagaimana tata caranya agar anak luar kawin dapat memiliki hak atas tanah

warisan yang diberikan oleh si pewaris?

1.3. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah

metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti

data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan

penelitian data primer di lapangan.3 Faktor yuridis adalah Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berkaitan dengan

pendaftaran tanah. Faktor empiris adalah kenyataan di lapangan tentang

fakta-fakta dan implementasi dari Peraturan yang berkaitan dengan

terjadinya kepemilikan hak atas tanah untuk keturunan tionghoa yang

merupakan anak luar kawin.

_____________________
3Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2002),

hal. 7.
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2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu

penulisan deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan

dilakukan analisis.4 Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk meng-

gambarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Obyek atau permasalahan

yang diambil adalah implementasi pelaksanaan peraturan dalam upaya

kepemilikan hak atas tanah untuk keturunan tionghoa yang merupakan anak

luar kawin.

Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitik sebagaimana

dikemukakan Winarno Surachmad, maka dikemukakan hal-hal sebagai

berikut :5

a. Memusatkan diri pada analisis masalah-masalah yang ada pada masa

sekarang, pada masalah yang aktual.

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian

dianalisa.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu deskripsi dari fenomena

yang ada disertai dengan tambahan ilmiah terhadap fenomena tersebut.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer ini merupakan data yang secara langsung didapat dari para

nara sumber dan pengamatan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu literatur-

literatur para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data yang

_____________________
4Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

Jakarta : PT.Reja Grafindo Persada, 2004), hal. 10.

5
Winarno Surachmad,Dasar Dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah,

(Bandung : CV Tarsito, 1973), hal.39.

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012
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diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam

melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini

diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui

penelitian di lapangan.

Data sekunder ini berupa :

1) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan;

2) bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, dan artikel dari internet

yang berkaitan dengan penelitian;

3) bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan kamus

bahasa.

Data sekunder yang digunakan adalah:

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok- Pokok Agraria;

c) Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah;

e) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan

dengan judul tulisan, artikel, makalah, dan artikel yang diperoleh

melalui internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder dipergunakan bahan

hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus

bahasa.

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012
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3. Alat Pengumpul Data

a. Studi Lapangan dengan mewawancarai dengan pihak yang berkompeten

seperti Notaris, dan lembaga swadaya lainnya.

b. Studi kepustakaan merupakan data yang diambil oleh penulis dari

perpustakaan dan lembaga-lembaga lain.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode

kualitatif, tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu

apa yang dinyatakan nara sumber secara tertulis atau lisan, dan juga

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menentukan kebenaran ilmiah

sehingga data yang telah terkumpul tersebut dapat disajikan dalam sistematika

uraian yang teratur.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman

hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan

dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap

masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah,

dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk

deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam

penulisan ini adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan

kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Dalam analisis data, penulis meng-

gunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara

utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil

analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab

isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai

apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman

Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program

Pascasarjana Universitas Indonesia. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 3 (tiga) bab,

masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai

penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, alasan-alasan yang akan mengungkapkan

latar belakang pengambilan judul ini, Pokok permasalahan, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kepemilikan Tanah Waris Oleh Anak Luar Kawin

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi

landasan dalam penulisan hukum (tesis) ini. Antara lain mengenai :

2.1. Teori-Teori Umum

A. Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan

1. Pengertian Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan

2. Kedudukan Anak Luar Kawin

B. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Waris Perdata

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata

3. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab intestato)

4. Pewarisan Menurut Testamen (ad testamento)

C. Macam-Macam Hak Atas Tanah

1. Hak Milik

2. Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan

4. Hak Pakai

D. Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan

1. Perolehan Hak Atas Tanah

2. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pewarisan

E. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Jual beli

1. Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
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2. Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Barat

3. Jual Beli Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA

4. Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah

2.2. Topik Permasalahan

2.3. Analisa Topik Permasalahan

Bab III : Penutup

Bab ini merupakan penutup akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang

berupa kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran

yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari

semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.
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BAB II

KEPEMILIKAN TANAH WARIS

OLEH ANAK LUAR KAWIN

2.1 Teori-Teori Umum

A. Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan

1. Pengertian Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan

Manusia dalam perjalanan kehidupannya paling tidak dihadapkan pada 3 (tiga)

momentum penting, yakni: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa

tersebut saling memiliki relevansi yang erat dan merupakan suatu siklus kehidupan.

Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam

hubungan kekerabatan, khususnya antara si anak dengan orang tua biologisnya.

Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah

menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang

digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi

dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga

(misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.6

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hukum

mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan

kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi

orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam

hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.7

Menurut Mulyadi untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur :

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang

lain;

2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya -

_____________________
6H.F.A. Voltmar, Op. Cit, hal. 375.

7A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum PerdataBelanda, (Alih Bahasa
M. Isa Arief), hal. 1.
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terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;

3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

KUHPerdata telah memberikan batasan ataupun syarat-syarat tertentu untuk dapat

menjadi seorang ahli waris, yaitu:

1. Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUHPerdata);

2. Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUHPerdata);

3. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal

dunia (Pasal 836 KUHPerdata).

Dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata yang

menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap

sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Keturunan (afstamming) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orangtuanya.

Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (wettige en

onwettige kinderen). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (natuurlijkc

kinderen) atau diterjemahkan "anak-anak alam".8

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250

KUHPerdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan

sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan di

atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung

dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak

perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan

itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati

maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPerdata dan Pasal 38 UUPA). Disini tidak

dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Oleh karena itu pada

asasnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUHPerdata, tidak

menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan

_____________________
8Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000,

hal.18.
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sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan

sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru

memegang peranan penting.

Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibenihkan di

luar pernikahan. Mereka dibagi dalam 2 (dua) golongan:

(a) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa

pernikahan orang tuanya; dan

(b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata

luas, kecuali anak-anak zina (overspelig) dan sumbang (bloedschennig).

Sedangkan untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin

dalam arti luas.

Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan

anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian anak

tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang

diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPerdata, khususnya

penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan

pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan

ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-

sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak

sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah,

tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdata, dapat

disimpulkan bahwa anak luar kawin (menurut Pasal 280) di satu pihak, dengan anak

zina dan anak sumbang (Pasal 283) di lain pihak, adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 KUHPERdata, dihubungkan

dengan Pasal 273 KUHPerdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang

dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalarn keadaan

tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi

diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat

mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273

KUHPerdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.
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Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau

hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu

atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan

badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak,

sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak

yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang

lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan

ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31

KUHPerdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan

dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-

duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk

saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh

ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata).

2. Kedudukan Anak Luar Kawin

Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam

Pasal 43, yaitu:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya;

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Berhubung Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal

43 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang

Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama

yaitu KUHPerdata.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali

apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak
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hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata).9

Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan :

“bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin,

timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti,

bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada

asasnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah"

dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya”.

Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada asasnya anak itu

bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kata "demi-hukum" di sini dimaksudkan, bahwa hubungan hukum dengan orang-

tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya, tanpa yang bersangkutan harus

berbuat apa-apa. Kalau melihat prinsip seperti tersebut di atas, tampak bahwa

hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya

hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar

kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya,

didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian,

hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam

arti biologis.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferieur (lebih

jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di bawah

kekuasaan orang-tua (Pasal 299 KUHPerdata), sedangkan anak luar kawin berada di

bawah perwalian (Pasal 306 KUHPerdata). Hak bagian anak sah dalam pewarisan

orangtuanya lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 863 KUHPerdata) dan hak

anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat; dibatasi (Pasal 908

KUHPerdata).

B. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita mempelajari hukum perdata, maka

_____________________
9Hartono Soerjopratignjo, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Seksi Notariat Fakultas Hukum

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983.
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menurut ilmu hukum atau doktrin, hukum perdata dapat dibagi dalam 4 bidang yaitu :

1. Hukum Pribadi (Hukum perorangan atau Hukum tentang diri seseorang).

2. Hukum Keluarga.

3. Hukum tentang kekayaan.

4. Hukum waris.10

Sedangkan Sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang, yaitu hukum

perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Bergerlijk Wetboek), terdiri dari :

Buku I : tentang orang (Van personen).

Buku II : tentang benda (Van Zaken).

Buku III : tentang perikatan (Van Verbintenissen).

Buku IV : tentang bukti dan kadaluarsa (Van bewijs en verjaring).11

Bahwa Hukum Waris dalam hukum perdata, merupakan suatu bagian tertentu dari

Hukum Perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum harta

kekayaan, dan karenanya hanyalah hak dan kewajiban dalam bentuk dan berwujud

harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan oleh pewaris, hak dan

kewajiban dalam hukum publik, dan hak kewajiban yang timbul dalam kesusilaan,

kesopanan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga tidak dapat

diwariskan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris diatur di dalam Buku

II tentang kebendaan. Dalam Buku II tersebut, hukum waris diatur dalam Bab XII

sampai dengan Bab XVIII, dengan pengaturan sebagai berikut :

Bab XII : tentang pewarisan karena kematian;

Bab XIII : tentang surat wasiat;

Bab XIV : tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan ;

_____________________
10Wahyono Darmabrata, 2003. Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris, Jakarta : Fakultas Hukum

Universitas Indonesia hal : 16.

11F.X. Suhardana,1996. Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta : Garamedia
Pustaka Utama, hal . 25.
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Bab XV : tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan

pendaftaran harta peninggalan;

Bab XVI : tentang menerima dan menolak suatu warisan;

Bab XVII : tentang pemisahan harta peninggalan;

Bab XVIII : tentang harta peninggalan yang tidak terurus.12

Selain di Buku II tersebut, hukum waris juga terdapat pengaturannya dalam Buku I,

yaitu masalah harta warisan, hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui secara sah

oleh pewaris. Sedangkan masalah hukum waris secara umum, diatur dalam Buku III

mengenai Hibah. Hal ini patut kita ketahui, ternyata hukum waris tidak hanya terdapat

pada Buku II, yaitu tentang benda saja.

1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal

tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan

hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya

berlangsung kerena kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang

yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak

meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum

pewaris. Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang hukum

perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari

hukum waris perdata yaitu :

Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) :

“pengertian warisan ialah : bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah

pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.13

_____________________
12Ibid, hal 20.

13H. Hilman Hadikusumah. 1996. Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat,
Hukum Agama Hindu - Islam. Citra Aditya Bhakti : Bandung, hal. 5.
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A Pitlo :

“Hukum Waris ialah : kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena

matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si

dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.14

Mr. Dr.D.M. Knol :

“Hukum Waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan

dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih”.15

Satrio :

“Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur

perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa

orang lain”.16

Vollmar :

“Hukum Waris dianggap sebagai hukum kebendaan, karena hukum waris merupakan

suatu hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual (Pasal 1537 Kitab undang-undang

hukum perdata) , hak waris juga merupakan suatu hak pakai atau hasil barang

peninggalan (Pasal 834 Kitab undang-undang hukum perdata) karena Vollmar

berpendapat hak waris dan hak kebendaan telah memenuhi beberapa ketentuan”.

Hilman Hadikusumah :

“Warisan menunjukan harta kekayaan dari yang meninggal yang kemudian disebut

pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-

bagi”.

Wahyo Darmabrata :

“Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang

terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan . Hukum waris merupakan semua kaidah

hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada

ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh

pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris

_____________________
14Eman Suparman. 1995. Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Madju : Bandung, hal. 3.

15Sudarsono, 1993. Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta : Jakarta. hal. 11.

16Hadikusumo,op.cit. hal.5.
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yang berhak untuk mewaris”.17

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Waris Perdata dari para ahli tersebut

diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah

suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau

pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat

dinilai dengan uang maupun hutang-piutang, kepada orang-orang yang berhak

mewarisinya (ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai

bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata

Unsur-unsur hukum waris perdata, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan,

ketiga unsur hukum waris ini akan dibahas lebih luas lagi oleh penulis.

a. Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris ?, banyak kalangan memberi

jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu

setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah

kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda.

Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia

dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang

pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta

kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris ?, secara garis

besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok

pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang

telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan :

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para

keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang

hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara

_____________________
17Dharmabrata. Op.cit.,hal.3
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suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik

negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta

peninggalan mencukupi untuk itu “.18

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut

Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai

hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris

adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal.

Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal

di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu,

misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum

dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak

akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar

kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris

dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris

menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdata :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul

hubungan perdata bantara si anak dan bapak atau ibunya”.19

c. Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh

pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus

diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat

dulu status perkawinan dari pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin,

maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi

percampuran harta (Pasal 119 KUHPerdata) dengan percampuran harta

berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata, harta campuran perkawinan tersebut dibagi

menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak

terpisahkan untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian yang tidak

_____________________
18Ibid, hal. 221

19Ibid. hal. 69
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terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagi-bagikan

kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami / isteri,

dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerdata), maka harta tetap dibawah

penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu lagi dibagi dua. Jadi harta warisan

jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari

harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan

jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah penguasaan

masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meninggal

dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.

3. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab Intestato)

1. Pewarisan Berdasarkan Kedudukan Sendiri (uit eigenhoofde).

Ahli waris menurut Undang-Undang (ab intestato) adalah ahli waris karena

kedudukannya sendiri (uit eigenhoofde) demi hukum berhak mewarisi harta

peninggalan pewaris, menurut KUHPerdata, bahwa ahli waris menurut Undang-

Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut :

a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris

beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama

ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-

anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852

ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka

mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari

perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup

terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1

adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan

dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari

pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh

melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 1/4 (satu per

empat). Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan

kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan
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pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi

bagian anak dari perkawian pertama.

b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu,

beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini

adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerdata. Pasal 854 KUHPerdata tentang

bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan

ibu masing-masing 1/3 (satu per tiga) jika ada satu saudara, dan masing-

masing 1/4 (satu per empat) jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855

KUHPerdata tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka

bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah 1/2 (satu per dua) jika mewaris

bersama satu orang saudara, 1/3 (satu per tiga) jika mewaris bersama-sama

dua orang saudara, 1/4 (satu per empat) jika mewaris bersama 3 orang saudara

atau lebih. Pasal 856 KUHPerdata, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara

berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerdata adalah

mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga

macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu.

Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar,

sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka

bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu 1/2 (satu per dua) bagian untuk

saudara dalam garis sebapak, dan 1/2 (satu per dua) untuk saudara garis seibu,

saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis sebapak dan

bagian dari garis seibu.

c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta

keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis sebapak maupun dalam

garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal

85,853,858 KUHPerdata. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857

KUHPerdata, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus

dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu 1/2 (satu per dua) bagian untuk ahli

waris dalam garis sebapak, dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk ahli waris garis

seibu.

d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian

keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini
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termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang

lebih jauh.20 Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal

850, 858, 861, KUHPerdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini

intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian

warisan harus dikloving terbelih dahulu, yaitu 1/2 (satu per dua) bagian untuk

ahli waris dalam garis sebapak, dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk ahli waris

dalam garis seibu.

Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah

sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli

waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal 861 KUHPerdata :

“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam

garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”.21

2. Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat .

Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi

perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal

lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia

kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah

dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli

waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut.

Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan

sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.22 Pengertian dari penggantian ini

dapat kita temukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdata menurut ketentuan pasal

tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang

menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala

hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian pergantian menurut

ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk

_____________________
20Ibid, hal. 125

21Ibid, hal. 229

22Amanat. Op.Cit. hal. 61
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bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari

orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta

warisan. Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah :

1) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang

sebenarnya berhak mewaris.

2) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris

meninggal.

3) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari

ahli waris yang digantikan itu.

Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang

penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata,

penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan

pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini

adalah Pasal 842 KUHPerdata, “penggantian dalam garis lurus kebawah yang

sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya”.

2) Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua),

pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845

KUHPerdata.

3) Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam

golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti

lebih diperluas.

Yang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris

yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan

harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut

meninggalkan keturunan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 847

KUHPerdata, yaitu “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang

masih hidup selaku penggantinya”.

3. Hak Waris Anak Luar kawin

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat pengertian

tentang anak luar kawin, Undang-Undang hanya mengatur bagaimana proses
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status anak luar kawin menjadi anak sah, maupun menjadi anak tidak sah.

Undang-Undang, memberikan pengertian dalam dua arti, yaitu :

1) Anak luar kawin dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar

perkawinan kedua orang tuanya, pengertian disini termasuk anak-anak zinah

dan anak-anak sumbang.

2) Anak luar kawin dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar

perkawinan kedua orang tuanya, yang bukan anak-anak zinah atau anak-anak

sumbang.

Anak luar kawin dalam arti sempit dapat diakui oleh orang tuanya atau orang yang

telah membenihkannya, baik oleh bapak maupun ibunya.

Akibat hukum pengakuan adalah dengan timbulnya hubungan hukum antara orang

tua yang mengakui anak luar kawin tersebut.”

Menurut Pasal 281 KUHPerdata pengakuan terhadap anak luar kawin dapat

dilakukan dengan cara :

1) Membuat Akta Kelahiran Anak (Pasal 291 ayat 1 KUHPerdata) yang dibuat

oleh Pejabat Catatan Sipil.

2) Dicatatkan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya, seketika setelah orang

tuanya melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil (Pasal 281

KUHPerdata).

3) Dibuat akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata) yang dibuat oleh seorang notaris

tentang keabsahan anak itu.

4) Dibuatkan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil, dicatat dan

dibukukan dalam daftar catatan sipil, sesuai dengan tanggal kelahiran anak

tersebut (Pasal 282 ayat 2 KUHPerdata).

5) Surat pengesahan dari presiden, melalui lembaga Departemen Kehakiman dan

Mahkamah Agung, jika keduanya orang tuanya lalai mengakui anak luar

kawin mereka sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274

KUHPerdata).

Anak luar kawin yang telah diakui sah (Pasal 862 KUHPerdata) berhak

menjadi ahli waris sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu

anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama

(mewaris bersama suami/isteri, dan anak-anak sah), anak luar kawin juga
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mempunyai bagian mutlak yang dilindungi Undang-Undang (Pasal 916

KUHPerdata).

Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 863

KUHPerdata), adalah sebagai berikut :

1) Jika Anak Luar Kawin Mewaris Bersama-Sama Dengan Ahli Waris Golongan

Pertama, Maka Bagiannya Adalah 1/3 X Seandainya Dia Anak Sah. Dalam

Menghitung Bagian Anak Luar Kawin, Dihitung Dulu Ada Berapa Ahli Waris

Golongan Pertama.

2) Jika Mewaris Bersama Dengan Ahli Waris Golongan Kedua, Bagiannya

Adalah 1/2 (satu per dua) Dari Harta Peninggalan Pewaris.

3) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga, Bagian Anak Luar Kawin

Adalah 1/2 (satu per dua) Dari Harta Peninggalan.

4) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Keempat, Bagian Anak Luar

Kawin Adalah 3/4 (tiga per empat) Dari Harta Peninggalan.

5) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga Dan Golongan Keempat,

Bagian Anak Luar Kawin Adalah 1/2 (satu per dua) Dari Harta Peninggalan.

4. Pewarisan Menurut Testament (ad testamento)

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari isi testament dikenal dua

cara, yaitu :

1. Erfstelling atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdata menentukan bahwa,

wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan

kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan

ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian

seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdata,

erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding

dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.

2. Hibah Wasiat atau Legaat, di dalam Pasal 975 KUHPerdata, menentukan bahwa

hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan

kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari

suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak

bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.
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Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat

itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (legataris) ialah seseorang tertentu yang

berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu

(zaak/Zaken) atau sejumlah benda yang dapat diganti (vervangbare zaken).

Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus.

Pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris (erfstelling) atau pemberian hibah

wasiat. Erfstelling berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada

seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (zaak/zaken)

atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan

penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (ab intestato dan / atau

erfstelling) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta

pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa legataris hanya mempunyai

hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu

tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan

terhada harta peninggalan dari pewaris.

Sedangkan kesamaan antara testament yang berisi hibah wasiat dan yang berisi

erftelling adalah pelaksanaan dari wasiat tersebut baru berlangsung atau dapat

dilaksanakan setelah pembuat testament (pewaris) meninggal dunia. Kesamaan kedua

adalah tidak ada uraian secara tegas dalam testament mengenai cara pewarisan ini,

apakah wasiat termasuk legaat atau erftelling, untuk itu tugas dari notarislah yang

harus menafsirkan apakah wasiat yang diberikan kepadanya termasuk jenis wasiat

yang berisi legaat atau wasiat yang berisi erfstelling.

C. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi yang

menguasai seluruh rakyat. Berdasarkan hal ini negara, sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memiliki macam-macam hak atas tanah

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak Atas

Tanah dimaksud memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah, bumi dan air
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serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

(selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun pengejawantahan lebih lanjut mengenai hukum tanah banyak tersebar

dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak

Pakai atas Tanah; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; dan lain-lain. Dalam ruang lingkup agraria,

tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang

dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya

mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “atas

dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama

dengan orang lain serta badan-badan hukum . Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat

dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk :

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat

dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang

mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli

warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan

(HGB), Hak Pakai (HP).

2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat

sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak

menyewa atas tanah pertanian.
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Berikut ini akan dibahas mengenai Hak-hak atas tanah yang bersifat Primer dalam

UUPA antara lain adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak

pakai.

1. Hak Milik

Hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan

paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam

ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”

Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama

pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya

dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak

milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas

tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari

gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah

memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas

tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan

tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan berharganya

menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki

kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya

terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh

yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak

terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu

hak milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam

ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak

dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak

miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya,

apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat

karena sesuai dengan asas fungsi social ini hak milik dapat hapus

jika kepentingan umum menghendakinya.
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- Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

- Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai

tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum

dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak

tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

- Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah

dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan

menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

- Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, pertama asas

“Nemo plus juris transfere potest quam ipse habel”, artinya tidak seorangpun dapat

mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau

apa yang dia punyai. Kedua, asas “Nemo sibi ipse causam possessionis mutare

potest”, artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya

sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya.Kedua asas tersebut semakin mengukuhkan

kekuatan sifat terkuat dan terpenuh hak milik atas tanah. Kewenangan yang luas dari

pemiliknya untuk mengadakan tindakan-tindakan di atas tanah hak miliknya,

kekuatan pemiliknya untuk selalu dapat mempertahankan hak miliknya dari gangguan

pihak lain, dan segala keistimewaan dari hak milik mempunyai nilai keabsahan dan

kehalalan yang dijamin kedua asas tersebut.

Setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan atas tanah hak milik dengan hak-hak

lain harus didaftarkan pada kantor pertanahan dimana tanah berada. Peralihan hak atas

tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu

pihak ke pihak lain. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak

tanggungan. Hak milik hapus apabila tanahnya jatuh kepada negara karena

pencabutan hak untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara

serta kepentingan bersama dari rakyat, karena penyerahan dengan sukarela oleh

pemiliknya, dan karena ditelantarkan.

Dalam ketentuan pasal 21 ayat 3 dan ayat 26 UUPA yaitu: apabila hak milik jatuh

kepada bukan warga Negara Indonesia karena alasan adanya jual beli, penukaran,
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penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak kepada orang asing maka hak

milik berakhir dari berbagai macam hak atas tanah tersebut.

2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung

oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang

memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling

lama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan waktu paling lama 25 tahun. Hak

ini diberikan untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah warga Negara Indonesia dan badan

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak

guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka

waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang

haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, dan

apabila ditelantarkan oleh pemegang hak, atau tanahnya musnah.

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan–

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama

30 tahun, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta

keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan waktu

paling lama 20 tahun, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak

lain. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga Negara Indonesia dan

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indoensia dan berkedudukan di

Indonesia.

Macam-macam hak guna bangunan dilihat dari asal hak atas tanahnya:

- Jika tanah dikuasai langsung oleh negara maka lahirnya hak guna bangunan

karena adanya penetapan pemerintah;

- Hak guna bangunan juga lahir karena adanya perjanjian yang dituangkan

dalam suatu akta otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak
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yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, atau yang bermaksud

menimbulkan hak tersebut.

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Hak guna bangunan juga dapat hapus karena alasan-alasan yang sama seperti alasan-

alasan hapusnya hak guna usaha.

4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah

yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh

pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik

tanahnya. Hak pakai bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan

tanah.

Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan tertentu dan diberikan secara cuma-cuma, dengan

pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- Warga Negara Indonesia ;

- Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia;

- Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakai hanya

dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang. Sedangkan

hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal ini

dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Adapun mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas

tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu melalui suatu mekanisme yang

dinamakan ‘Pendaftaran Tanah” atau “Recht Kadaster.”

Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
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penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar

mngenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian

sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya. Berkaitan dengan hal ini terdapat 2 (dua) macam asas hukum, yaitu :

- Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan

itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum.

Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.

- Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak

melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang

hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama

siapapun.

Dari kedua asas tersebut melahirkan 2 (dua) sistem publikasi pendaftaran tanah,

yaitu:

- Sistem publikasi positif, yaitu bahwa apa yang sudah terdaftar itu dijamin

kebenaran data yang didaftarkannya dan untuk keperluan itu pemerintah

meneliti kebenaran dan sahnya tiap warkah yang diajukan untuk didaftarkan

sebelum hal itu dimasukkan dalam daftar-daftar. Jadi kelebihan pada sistem

pendaftaran ini adalah adanya kepastian dari pemegang hak, oleh karena itu

ada dorongan bagi setiap orang untuk mendaftarkan haknya. Kekurangannya

adalah bahwa pendaftaran tersebut tidak lancar dan dapat saja terjadi

pendaftaran atas nama orang yang tidak berhak dapat menghapuskan hak

orang yang berhak.

- Sistem publikasi negatif, yaitu bahwa daftar umum tidak mempunyai

kekuatan hukum sehingga terdaftarnya seseorang dalam daftar umum tidak

merupakan bukti bahwa orang tersebut yang berhak atas hak yang telah

didaftarkan. Kelebihan dari system pendaftaran ini yaitu kelancaran dalam

prosesnya dan pemegang hak yang sebenarnya tidak dirugikan sekalipun

orang yang terdaftar bukan orang yang berhak. Tetapi kekurangannya adalah

bahwa orang yang terdaftarkan akan menanggung akibatnya bila hak yang

diperolehnya berasal dari orang yang tidak berhak sehingga orang menjadi

enggan untuk mendaftarkan haknya.
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Kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah yang diterapkan

dalam pasal-pasal UUPA tersebut dalam tatanan teoritis idealis tampak

mencerminkan cita-cita dari pembentukan UUPA itu sendiri yang pada pokoknya

bertujuan untuk:

1. meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan

bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang

adil dan makmur;

2. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan kesederhanaan

dalam hukum pertanahan;

3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyar keseluruhan.

Dalam tatanan praktis, bukan hal mudah untuk mewujudkan cita-cita

pembentukan UUPA tersebut karena konflik kepentingan antara berbagai pihak

senantiasa menjadi duri dalam pencapaian tujuan tersebut sehingga pelaksanaan

kebijakan yang mengatur masalah hak-hak atas tanah tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Perselisihan yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal banyak

mewarnai ranah pertanahan Indonesia, khususnya mengenai hak milik ini sehingga

pada akhirnya banyak melahirkan sengketa hak milik.

D. Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan

1. Perolehan Hak atas Tanah

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan (disengaja) atau

peristiwa hukum (otomatis/tidak disengaja) yang mengakibatkan diperolehnya hak

atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum

adalah warisan karena pemilik meninggal dunia.

Perolehan hak pada dasarnya ada dua : yaitu peralihan hak dan perolehan hak baru.

Peralihan hak berarti sebelum memperoleh hak, hak atas tanah dan atau bangunan

tersebut sebelumnya sudah ada di “orang” lain. Karena perbuatan atau peristiwa

tertentu, haknya beralih kepada subjek hukum A ke subjek hukum ke B. Sedangkan

perolehan hak baru biasanya berasal dari tanah negara kemudian diperoleh subjek
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pajak atau konversi hak, contohnya, dari hak adat menjadi hak milik.23

a. Peralihan Hak

Peralihan hak dapat terjadi pada peristiwa :

1) Jual beli;

2) Tukar-menukar;

3) Hibah;

4) Hibah Wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian

hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum

tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia;

5) Waris;

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak

atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan

Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan

Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut;

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian

hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

kepada sesama pemegang hak bersama;

8) Penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh

Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang;

9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu

adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu

pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut;

10) Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan

melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;

11) Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan

cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang

bergabung tersebut;

_____________________
23Miftachul Machsun, “Beberapa Persoalan yang Dihadapi atau Mungkin Dihadapi Notaris dan

PPAT dalam Melaksanaakan Jabatannya Berikut Solusinya”, Makalah Acara Upgrading dan
Refreshing Course pada Kongres ke XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009, hal. 3.
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12) Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan

usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan

sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan

tanpa melikuidasi badan usaha yang lama;

13) Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan

atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada

penerima hadiah.

b. Pemberian Hak Baru

Pemberian hak baru dapat terjadi pada peristiwa :

1) Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau

badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;

2) Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang

pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pewarisan

Peralihan hak atas tanah terjadi karena beralih atau dialihkan. Beralih, misalnya

karena pewarisan. Sedangkan dialihkan, misalnya karena jual beli, tukar menukar,

hibah dan penyertaan modal berupa bidang tanah ke dalam suatu perusahaan.24

Menurut Hukum Perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak

tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak tersebut kepada

para ahli waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-

masing dan bagaimana cara pembagiannya diatur oleh Hukum Waris almarhum

pemegang hak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

mewajibkan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dalam rangka memberi

perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha

pendaftaran tanah agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan

________________
24Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda

(Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia), ( Bandung : CV.Mandar Maju, 2004), hal. 221.
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keadaan mutakhir.25

PP 24/1997 tidak menetapkan jangka waktu dilakukannya pendaftaran peralihan

hak karena pewarisan, tetapi ada ketentuan yang membebaskan biaya pendaftaran

apabila dilakukan dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris

(Pasal 61 Ayat 3). Pengaturan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diatur

PP 24/1997, yaitu : 26

a. Untuk Bidang tanah yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun

yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 36 PP 24/1997, wajib diserahkan oleh

yang menerima hak atas tanah atau hak milik rumah susun yang bersangkutan

sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat yang bersangkutan, surat

kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda

bukti sebagai ahli waris.

b. Untuk bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar wajib diserahkan

juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b

PP 24/1997.

c. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut

dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

d. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut

didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa

hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada

penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli

waris dan akta pembagian waris tersebut.

e. Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang

menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima

warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar

peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama

_____________________
25Boedi Harsono, op. cit, hal. 519.

26Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Cetakan kelima, (Jakarta : Visimedia,
2009), hal. 62.
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mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian

waris tersebut.

E. PENDAFTARAN PERLAIHAN HAK KARENA JUAL BELI

Untuk menyebutkan ketentuan hukum yang berlaku dalam jual beli hak atas tanah

setelah berlakunya Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA), Penulis akan

menjelaskan terlebih dahulu mengenai jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat

dan Hukum Barat, selanjutnya baru akan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku

setelah keluarnya UUPA, hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut agar masyarakat lebih

bisa memahami lagi tentang jual beli yang terjadi di Indonesia.

1. Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, jual beli hak atas tanah bukan merupakan perjanjian seperti

yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum

yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk

selama-lamanya. Pada saat itu pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual.

Dengan dilakukannya jual beli tersebut, maka hak milik atas tanah itu beralih kepada

pembeli. Sejak itu menurut hukum, pembeli telah menjadi pemilik baru. Harga tanah

yang dibayar bisa seluruhnya, tetapi dapat juga sebagian. Tetapi biarpun baru dibayar

sebagian menurut hukum dianggap telah dibayar penuh.27

Jual beli hak atas tanah menurut hukum adat bersifat apa yang disebut “contant”

atau “tunai”. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang

bersamaan. Pada saat itu, jual beli tersebut menurut hukum telah selesai. Sisa

harganya yang menurut kenyataannya belum dibayar dianggap sebagai utang pembeli

pada bekas pemilik, atas dasar perjanjian utang piutang yang dianggap terjadi antara

pembeli dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut dilakukan.

Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli hak atas

tanah tadi. Ini berarti, bahwa jika kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya,

_____________________
27Boedi Harsono, Jual Beli Tanah dan Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional, Unika Atma

Jaya, Jakarta, 1992, hal 9.
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maka bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli. Penyelesaian

pembayaran sisa harga tersebut harus dilakukan menurut hukum perjanjian utang

piutang.

Dalam hukum adat “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa

yang disebut “perjanjian obligatoir”. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan

perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya harga yang

disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan.

Biasanya jual beli tanah itu dilakukan dimuka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya

bertindak sebagai saksi tetapi dalam kedudukannya sebagai Kepala Adat (Desa)

menanggung, bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan

dilakukannya dimuka Kepala Adat jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang

berlaku. Dengan dilakukannya dimuka Kepala Adat jual beli itu menjadi “terang”,

bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat

yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan

hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari fihak yang menganggap

jual beli tersebut tidak sah.

Seringkali campur tangan atau kesaksian Kepala Adat itu dianggap sebagai syarat

untuk sahnya jual beli tanah menurut Hukum Adat (Mahkamah Agung dalam

Keputusannya tanggal 13 Desember 1958 mengenai sengketa tanah di Salatiga (Jawa

Tengah) berpendapat : “belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa itu diharuskan

sebagai syarat mutlak oleh Hukum Adat; hanya percampuran Kepala Desa atau

kesaksian kedepan Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih – lebih menyatakan

keyakinan bahwa sesuatu jual belia hak atas tanah termaksud adalah sah”28). Dalam

Keputusan Lain Mahkamah Agung berpendapat, bahwa: Peranan Kepala Desa/

Kepala Adat dalam pembuatan perjanjian yang menyangkut tanah menyatakan :

“suatu putusan rapat Desa (rapat selapanan) tentang pengalihan tanah yang

_____________________
28Soebekti - Tamara, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Menegenai Hukum Adar, Gunung

Agung, Jakarta, nomor 23 dan 28.
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diadakan sebelum berlakunya UUPA dinyatakan tetap berlaku”.(Putusan

Mahkamah Agung nomor 187 K/Sip/1975, tanggal 17 Maret 1976).

Umumnya dari jual beli hak atas tanah itu dibuatkan suatu akta, berupa pernyataan

dari pihak penjual bahwa ia telah menjual tanahnya kepada pembeli (istilahnya

menurut hukum ada dijual lepas), yaitu menyerahkan tanah untuk menerima

pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali; jadi penyerahan

itu berlaku untuk seterusnya/selamanya29.

Sebelum jual beli dilakukan (dulu dimuka Kepala Adat, sekarang dimuka PPAT

yang akan membuat aktanya) antara pemilik tanah dan calon pembeli tentunya sudah

dicapai kata sepakat mengenai akan dilakukannya jual beli itu. Antara lain

kesepakatan tentang tanah mana yang akan dijual dan berapa harganya , bilamana jual

belinya akan dilakukan. Kata sepakat itu menimbulkan perjanjian, yang kiranya dapat

disebut perjanjian akan jual beli.

Menurut Hukum Adat untuk sahnya perjanjian itu disyaratkan adanya apa yang

disebut “Panjer”. Panjer dapat berupa uang atau benda yang oleh calon pembeli

diserahkan kepada pemilik tanahnya. Perjanjian akan jual beli itu tidak termasuk

Hukum Agraria atau Hukum Tanah, melainkan termasuk Hukum Perjanjian atau

Hukum Perutangan. Jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada Hukum Adat

maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian itu adalah Hukum Adat. Jika pihak-

pihak yang bersangkutan tunduk pada Hukum Barat maka yang berlaku adalah

Hukum Perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata. Tetapi perjanjian itu bukan

perjanjian jual beli yang dimaksudkan dalam pasal 1457. Jika pihakpemilik dan calon

pembeli tunduk pada hukum yang berlainan, maka hukum antar golonganlah yang

akan menunjukkan hukum yang manakah yang berlaku.

2. Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Barat

Menurut Hukum Barat jual beli, pengaturannya ada dalam Kitab Undang-Undang

dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

(hak milik atas) suatu benda dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar

harga yang telah dijanjikan.

_____________________
29Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1978, hal.32.
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Selanjutnya dalam pasal 1458 KUHPerdata menyatakan, bahwa jual beli itu

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata

sepakat mengenai benda yang dijual belikan itu serta harganya, biarpun benda

tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar. Dengan terjadinya jual-

bel itu saja hak milik atas benda yang bersangkutan belumlah beralih kepada pembeli,

sungguhpun misalnya harganya sudah dibayar. Dalam sistim Hukum Barat jual-beli

mengenai tanah, tanahnya harus diserahkan ke dalam kekuasaan pembeli dengan

perjanjian tersendiri. Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembeli, jika

telah dilakukan apa yang disebut penyerahan yuridis (juridische levering). Penyerahan

tersebut wajib diselenggarakan dnegan pembuatan akta dimuka dan oleh Kepala

Kantor Pendaftaran Tanah. Pasal 1459 KUHPerdata juga mengatur mengenai

penyerahan yuridis ini. Jual beli dan penyerahan haknya kepada pembeli menurut

pasal 1459 tersebut diatas merupakan dua perbuatan yang berlainan. Jual beli hak atas

tanah, karena mengenai jumlah yang biasanya tidak sedikit, lazimnya dilakukan

dengan akta Notaris. Tetapi hal itu bukanlah merupakan syarat. Jual beli dapat pula

dilakukan dengan akta dibawah tangan.beralihnya hak milik atas tanah yang dibeli itu

hanya dapat dibuktikan dengan akta yang disebut akta balik nama dan pejabatnya

disebut pejabat balik nama. Pada waktu dilakukan penyerahan yuridis itu baik

pembeli maupun penjual kedua duanya wajib hadir. Biasanya penjual setelah

perjanjian jual beli dilakukan memberi kuasa kepada pembeli untuk hadir dan

melaksanakan penyerahan yuridisnya untuk dan atas nama penjual, yaitu jika

harganya sudah dibayar lunas.

Perjanjian jual beli pengaturannya termasuk Hukum Perjanjian (Hukum Perikatan

atau Hukum Perutangan), sedang penyerahan yuridisnya termasuk Hukum Benda

(Hukum Tanah atau Hukum Agraria). Sebelum dilakukan penyerahan yuridis barulah

ada janji dari pihak penjual akan menyerahkan haknya kepada pembeli, janji mana

sesungguhpun merupakan kewajiban hukum belum tentu akan benar-benar

dilaksanakan. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaan

sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri, yang berbeda dari kebudayaan dan

hukum bangsa lain. Dalam membandingkan kedua sisitim hukum yang berlaku dalam

jual beli hak atas tanah yaitu menurut Hukum Adat dan Hukum Barat ini, kita tidak

semata mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Adapun sebab-sebab
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dari perbedaan-perbedaan tersebut adalah adanya cara berfikir, pandangan hidup dan

sifat (karakter) suatu bangsa yang satu dan lainnya berbeda. Hal ini tercermin dalam

kebudayaan dan hukumnya. Cara berfikir orang barat digambarkan sebagai abstrak,

analitis, sistimatis. Sedangkan cara berfikir orang Indonesia menurut Hukum Adat

adalah konkrit dan riil. Sesuai dengan cara berfikir tersebut diatas, maka pengertian

jual beli dalam Hukum Adat adalah suatu penyerahan barang secara nyata untuk

selama lamanya dengan penerimaan harganya. Lain sekali dengan pengertian Hukum

Barat, jual beli sebagai perjanjian obligatoir, baru memberikan hak kepada pembeli

setelah dilaksanakan penyerahan yuridis kepada pembeli. Disamping perbedaan diatas

masih ada perbedaan lainnya yakni Hukum Barat dalam hal tanah meganut asas

vertical, sedangkan Hukum Adat menganut asas Pemisahan Horisontal, dengan

demikian berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah. (Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2339 K/Sip/1982, tanggal 16 Juni 1983, yang menyatakan

bahwa menurut pasal 5 bagi tanah berlaku Hukum Adat, hal mana berarti rumah dapat

diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahan horisontal)30.

Menurut asas vertical hak milik atas sebidang tanah meliputi benda benda yang

berada diatasnya (bangunan). Asas vertikal juga dinamakan asas absorpsi, artinya,

menyedot segala apa yang berada diatasnya. Menurut asas Horisontal hak milik atas

sebidang tanah tidak meliputi bangunan yang ada diatasnya. Setelah membandingkan

kedua sistem hukum dalam jual beli hak atas tanah, yaitu menurut hukum adat dan

hukum barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam jual beli hak atas tanah menurut sistim Hukum Adat, antara pembayaran

harga dan penyerahan hak dilakukan bersama sama, dan pada saat itu hak milik atas

tanah telah berpindah. Karena sifatnya yang kontan, saat ini pembeli sudah menjadi

pemilik tanah yang baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara berfikir orang

Indonesia adalah kongkrit dan riil, maksudnya adalah bahwa dalam hukum adat jual

beli adalah suatu penyerahan barang secara nyata untuk selama-lamanya dengan

penerimaan harganya. Berbeda dengan jual beli hak atas tanah menurut sistem Hukum

_____________________
30Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Agraria Indonesia, Jilid 2, Armico, Bandung, 1984, hal.17.
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Barat, menurut hukum Barat dibedakan antar perjanjian jual belinya dan penyerahan

yuridisnya, karena itu sistem ini dikatakan bersifat konsensuil, jadi hak atas tanahnya

baru berpindah setelah dibuatnya akta penyerahan yuridis (levering juridis) oleh

pejabat balik nama. Karena itu cara berfikir orang barat digambarkan sebagai abstrak

analitis dan sistematis, maksudnya adalah bahwa jual beli sebagai perjanjian

obligatoir, baru memberikan hak kepada pembeli untuk minta diserahkannya suatu

barang masih harus dituntut pelaksanaannya.

3. Jual Beli Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA

Apabila kita perhatikan dalam ketentuan UUPA yang mempunyai sifat unifikasi

Hukum itu, tidak menyebutkan secara jelas ketentuan hukum manakah yang dipakai

dalam melakukan jual beli hak atas tanah. UUPA menghendaki adanya unifikasi

hukum (kesatuan hukum), dan karena itu dalam pengertian jual beli itupun tidak

menggunakan kedua sistem tersebut bersama-sama. Apabila dilihat ketentuan dalam

UUPA, tidak disebutkan secara jelas pengertian yang manayang dipakai jual beli

tersebut.

Pasal 26 ayat (1) hanya menyatakan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian

dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan Pemerintah.

Mengingat bahwa Hukum Agraria sekarang ini memakai sistem dan asas-asas hukum

adapt, maka pengertian jual beli tanah harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum

yang berupa penyerahan Hak Milik/penyerahan tanah untuk selama lamanya oleh

penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya pada penjual.

Dengan berdasar pada Pasal 5 UUPA, maka jual beli tanah setelah UUPA

mempergunakan sisitem dan asas dalam hukum adat.

Sesudah berlakunya UUPA maka hanya yang dilakukan dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang merupakan jual beli tanah yang sah. Hal ini diatur dalam

pasal 37 PP No. 24/1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik

atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh

Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undagan yang berlaku. Adapun fungsi Akta PPAT yang dibuat adalah
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sebagai bukti, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Dan

karena perbuatan hukum itu sifatnya tunai, sekaligus membuktikan berpindahnya hak

atas tanah yang bersangkutan kepada penerima hak. Karena tata usaha PPAT sifatnya

tertutup untuk umum, pembuktian mengenai berpindahnya hak tersebut berlakunya

terbatas pada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Baru

setelah didaftarkan diperoleh alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang

berlaku juga terhadap pihak ketiga, karena tata usaha pendaftaran tanah Kantor

Pertanahan mempunyai sifat terbuka untuk umum. Selain diperoleh alat bukti berupa

catatan dalam buku tanah, dengan daya pembuktian yang lebih luas dari pada akta

PPAT, dengan didaftarkannya pemindahan hak yang bersangkutan diperoleh juga alat

pembuktian yang kuat, yaitu berupa sertipikat hak atas tanah atas nama penerima hak.

Jelaslah kiranya bahwa adanya akta PPAT tersebut merupakan syarat bagi

pendaftaran pemindahan haknya. Dalam arti, bahwa tanpa adanya akta PPAT Kepala

Kantor Pertnahan dilarang untuk mendaftarnya dengan perkecualian yang disebut

dalam pasal 37 ayat (2) PP 24/1997.

Sebagai pengecualian untuk memudahkan rakyat melakukan perbuatan-perbuatan

hukum mengenai tanah, dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh Menteri, yaitu

didaerah daerah terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara, sebagai perkecualian

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah Hak

Milik yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan

dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor

Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar

pemindahan hak yang bersangkutan. Misalnya, yang dibuktikan dengan akta dibawah

tangan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum pemindahan

hak, yang dikuatkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah

Pelaksanaan pembuatan aktanya oleh PPAT, secara garis besar diatur dalam

Peraturan Menteri Nomor 3/1997. Pembuatannya harus dihadiri oleh para pihak yang

melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau oleh orang yang dikuasakan

dengan surat kuasa tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Pembuatan akta tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

saksi yang memenuhi syarat. Dalam jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat ,

kehadiran Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah Desa merupakan suatu

keharusan. Dalam hal ini mengingat tanah tersebut belum ada sertipikat yang berarti

alat bukti yang ada barulah petuk/girik yang dianggap sebagai alat bukti petunjuk

saja, maka kesaksian Kepala Desa diperlukan untuk menjamin bahwa tanah yang

dijual adalah benar-benar tanah pemilik dan penjual juga berwenang menjual tanah

tersebut. Namun sebaliknya apabila tanah yang dijual tersebut sudah mempunyai

sertipikat yang berarti telah mempunyai alat bukti yang syah, maka saksi-saksinya

tidak harus Kepala Desa dan Pamong Desa. Saksi-saksi tersebut dapat orang lain asal

memenuhi syarat sebagai saksi pada umumnya.

Para saksi memberikan kesaksian mengenai :

a. kehadiran para pihak/kuasanya;

b. keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam akta, dan;

c. telah dilaksanankannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang

bersangkutan.

Sebelum akta ditandatangani, PPAT wajib membacakannya kepada para pihak yang

bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta itu,

serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya. Akta PPAT dibuat

sebanyak 2 (dua) lembar, yang semuanya asli (in originali), Satu lembar disimpan di

Kantor PPAT, sedang satu lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor

Pertanahan untuk keperluan pendaftaran pemindahan haknya. Kepada pihak-pihak

yang bersangkutan diberikan salinannya.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang

bersangkutan, PPAT sebagai salah seorang pejabat pelaksana pendaftaran tanah,

wajib menyampaikan akta yang dibuatnya, berikut dokumen-dokumen yang

bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan, agar dapat segera dilaksanakan

proses pendaftarannya. Kewajiban PPAT itu hanya terbatas pada penyampaian akta

yang bersangkutan berikut berkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran

kegiatan selanjutnya serta penerima sertipikat menjadi urusan pihak yang

berkepentingan. Dengan berlakunya UU Nomor 21/1997, maka terhadap orang

pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan pajak dengan nama Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau

bangunan itu meliputi :

a. pemindahan hak karena :

1. jual beli;

2. tukar-menukar;

3. hibah;

4. hibah wasiat;

5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;

6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

7. penunjukkan pembeli dalam lelang;

8. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. hadiah.

b. Pemberian hak baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak.

2. diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah yang menjadi obyek pajak dari UU No.21/1997 adalah :

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun;

f. hak pengelolaan.

Demikianlah pelaksanaan jual beli hak atas tanah setelah keluarnya UUPA, pada

dasarnya menggunakan asas-asas dan sisitem hukum adat.

2.2. Topik Permasalahan

Permasalahan ini bermula dari Perkawinan antara Tuan Hiantoro (dahulu bernama

Then Khim Hian) yang menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya

Kristiany dan karena mereka merupakan masyarakat keturunan tionghoa yang

mempunyai kepercayaan dan ditambah dengan pengaruh kebudayaan Cina yang

masih kental bahwa perkawinan adalah sah apabila telah meminta ijin dari arwah para
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leluhur serta telah mendapatkan restu dari para sanak saudara yang ditandai dengan

acara resepsi atau makan-makan bersama, sehingga perkawinan mereka hanya

dilakukan menurut agama mereka saja dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

setempat. Dari perkawinan mereka tersebut menghasilkan 3 orang anak yang masing-

masing bernama Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti. Karena perkawinan

yang dilakukan antara Almarhum Tuan Hiantoro dan Nyonya Kristiany secara agama

dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, berakibat secara hukum perkawinan tersebut adalah tidak sah, sedangkan

perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini adalah

perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta

dicatat oleh instansi yang berwenang (Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2)) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi anak-anak yang lahir dari perkawinan

tersebut merupakan anak luar kawin saja. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan

perdata dengan bapak biologisnya, agar mempunyai hubungan perdata maka harus

dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, berdasarkan Pasal 280 dan

Pasal 285 KUHPerdata, dari ketentuan ini maka anak luar kawin akan dapat menjadi

ahli waris atau pewaris sesuai dengan ketentuan Bab XII, bagian ketiga, Pasal 862

sampai Pasal 873 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan

untuk anak luar kawin yang tidak diakui hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibu biologisnya saja.

Pada tanggal 30 November 2009 Tuan Hiantoro meninggal dunia di Jakarta

berdasarkan dan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal 5 Januari 2010

dengan Nomor 07/KMU/JP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dan dari perkawinan tersebut diperoleh juga harta bersama yang berupa tanah dan

bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Cipinang Besar Utara, seluas 101

M2 (seratus satu meter persegi) yang terdaftar atas nama HIANTORO (tanggal lahir

6-6-1946) yang terletak di Jalan Bekasi Timur VI, Rukun Tetangga 008, Rukun

Warga 08, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya

Jakarta Timur, yang diruaikan dalam Gambar Situas tertanggal 19 Mei 1997 Nomor

5050/1997. Permasalahan mulai timbul pada saat Tuan Hiantoro tersebut meninggal

dunia dan Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Tuan Hiantoro ingin dibagi
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kepada anak dan isterinya, karena Tuan Hiantoro sudah meninggal dan meninggalkan

warisan berupa tanah dan bangunan tersebut maka Tuan Hiantoro adalah si Pewaris.

Sudah sepatutnya jika ada seorang Pewaris maka ada ahli warisnya, tetapi karena

perkawinan antara Almarhum Tuan Hiantoro dengan Nyonya Kristiany tidak

dicatatkan pada kantor catatan sipil setempat sehingga Nyonya Kristiany dalam

hukum dianggap tidak pernah menikah dengan Tuan Hiantoro (bukan ahli waris dari

almarhum Tuan Hiantoro) dan anak-anak yang mereka hasilkan dari perkawinan

mereka yang tidak di catatkan tersebut juga dianggap tidak sah sehingga anak-anak

tersebut dianggap anak luar kawin yang tidak dapat mewaris dari almarhum Tuan

Hiantoro selaku Pewaris. Lalu bagaimana dengan nasib Nyonya Kristiany dan anak-

anak mereka apakah dengan demikian mereka tidak bisa mendapatkan bagian dari

harta peninggalan si Pewaris dan bagaimana hak mereka sebagai istri dan anak-anak

dari Almarhum Tuan Hiantoro?

Berdasarkan permasalahan ini, maka sebagai seorang Notaris/PPPAT diperlukan

ketelitian dan kecermatannya dalam membaca setiap kasus-kasus yang ada. Seorang

Notaris/PPAT perlu meneliti terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh

seorang klien bagaimana sejarah keluarganya, apakah ada orang tua, adik atau kakak

kandung dari si Pewaris. Berdasarkan dokumen yang ada untuk Keluarga almarhum

Tuan Hiantoro yang masih hidup adalah saudara-saudara kandung dari almarhum

Tuan Hiantoro. Saudara-saudara Kandung Almarhum Tuan Hiantoro adalah Tuan

Akon, Tuan Masjono, Nyonya Then Tjhin Khiun, Nyonya Maryati, dan Nyonya Chin

Lui. Berdasarkan KUHPerdata maka yang berhak atas harta peninggalan dari Tuan

Almarhum Hiantoro adalah saudara-saudara kandung dari Almarhum Tuan Hiantoro,

sedangkan anak dan isterinya (Nyonya Kristiany, Juliana, Calvin Aprilianto dan

Angel Aprilianti) tidak mendapat bagian dari harta peninggalan tersebut. Bagaimana

peranan Notaris/PPAT membantu agar para ahli waris yang sebenarnya (Nyonya

Kristiany, Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti) dapat memiliki harta

peninggalan dari si Pewaris?

2.3. Analisis Topik Permasalahan

Sebagai seorang Notaris/PPAT kita wajib membantu klien yang datang

menghadap kita. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
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penyelesaian permasalahan ini maka penulis akan memaparkan secara utuh proses

pembagian waris menurut KUHPerdata dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor

Notaris/PPAT di Jakarta. Menurut KUHPerdata ahli waris yang berhak mewaris dapat

dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah

bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan

515 KUHPerdata.

2. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya,

yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855,

856, dan 857 KUHPerdata.

3. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas,

yang jumlah bagiannya ditetapkan didalam Pasal 853, 858

ayat (1) KUHPerdata.

4. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat

ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858

ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866

KUHPerdata.

Golongan I dari keluarga Almarhum Tuan Hiantro yaitu Nyonya Kristiany, dan

ketiga anaknya yaitu Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti, tetapi karena

perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum Negara Republik Indonesia,

maka mereka tidak bisa menjadi ahli waris dari AlmarhumTuan Hiantoro. Sehingga

Notaris/PPAT memberi solusi kepada keluarga Almarhum ini untuk

membicarakannya kepada saudara-saudari kandung (Tuan Akon, Tuan Masjono,

Nyonya Then Tjhin Khiun, Nyonya Maryati, dan Nyonya Chin Lui) dari Almarhum

Tuan Hiantoro. Dari pembicaraan tersebut saudara-saudari kandung dari Almarhum

Tuan Hiantoro bersedia membantu Nyonya Kristiany untuk mendapatkan harta

warisan dari suaminya yaitu almarhum Tuan Hiantoro tersebut.

Dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

KUHPerdata, maka Notaris/PPAT membuatkan akta-akta yang diperlukan untuk

melakukan perpindahan hak atas tanah sertipikat Hak Milik tersebut, sampai Hak atas

tanah itu berpindah ke atas nama Nyonya Kristiany. Untuk hal pertama tama yang

dilakukan oleh Notaris/PPAT membuat Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris.
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Untuk dapat membuat Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris tersebut,

maka diperlukan langkah-langkah pendahuluan, sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekkan ke daftar pusat wasiat apakah pewaris meninggalkan

wasiat atau tidak;

2. Apabila pewaris meninggalkan surat wasiat maka notaris harus minta salinan

wasiat yang terakhir sebelum pewaris meninggal.

Notaris/PPAT telah melakukan pengecekan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

tertanggal 3 Agustus 2011 Nomor AHU.2-AH.04.01-5181 diterangkan dalam surat

tersebut bahwa dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta

Peninggalan, Direktorat Perdata tidak terdaftar akta wasiat atas nama Almarhum Tuan

Hiantoro dahulu bernama Then Khim Hian. Setelah dinyatakan bersih tidak ada

satupun akta wasia yang pernah dibuat maka Notaris/PPAT bisa melanjutkan kembali

untuk membuat akta-akta yang diperlukan dalam peralihan hak atas tanah tersebut.

Pertama Notaris/PPAT akan membuatkan akta Pernyataan tertanggal 5 September

2011 Nomor 1, dengan dihadiri oleh Nyonya Kristiany, Tuan Masjono, Nyonya Chin

Lui dan Nyonya Then Tjhin Khiun.

Dokumen-dokumen pendukung yang harus diserahkan oleh ahli waris kepada

notaris untuk pembuatan Akta Pernyataan Waris adalah:

1. Akta kematian Tuan Hiantoro;

2. Kartu Identitas Nyonya Kristiany, Tuan Masjono, Nyonya Chin Lui dan Nyonya

Then Tjhin Khiun;

3. Akta Kelahiran Nyonya Kristiany, Tuan Masjono, Nyonya Chin Lui dan Nyonya

Then Tjhin Khiun;

4. Surat Keterangan Kewarganegaraan.

5. Kartu Keluarga

Sedangkan hal-hal yang perlu dicermati dalam pembuatan akta tersebut di atas adalah

sebagai berikut :

1. Status kewarganegaraan

2. Status perkawinan

3. Status anak anak sah, ALKD

4. Dasar hukum PP No. 2 Tahun 2007
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Akta pernyataan waris berisikan hal-hal subtantif sebagai berikut :

1. Pernyataan Ahli Waris tentang kematian pewaris yang dibuktikan dengan surat

kematian;

2. Pernyataan Ahli Waris berkaitan dengan keabsahan hubungan saudara-saudari

kandung antara pewaris dengan ahli waris;

3. Pernyataan Ahli Waris tentang perkawinan adapt yang dilakukan oleh pewaris

dengan nyonya Kristiany;

4. Pernyataan Ahli Waris tentang ada atau tidaknya pewaris meninggalkan surat

wasiat;

Menurut Notaris/PPAT Bapak Marsudi, SH, notaris dalam pembuatan akta yang

terkait dengan akta waris Notaris/PPAT bertanggung jawab sebatas menuangkannya

ke dalam akta berdasarkan keterangan para pihak dan selebihnya adalah tanggung

jawab dari para pihak itu sendiri kecuali notaris melakukan kesalahan dalam

perhitungan pembangian harta warisan, harus betul-betul dicermati keterangan dari

para pihak beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang menjelaskan kedudukan

masing-masing ahli waris termasuk anak luar kawin yang diakui.untuk menguatkan

keterangan dari para pihak tersebut (ahli waris) harus disertai dua orang saksi yang

mengetahui kronologi si pewaris.

Dengan berdasarkan pada Akta Pernyataan Waris yang telah selesai dibuat, maka

segera Notaris akan membuatkan Surat Keterangan Hak Waris dengan tanggal 5

September 2011 nomor 83/NOT/IX/2011, Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang

dibuat oleh notaris adalah dalam kapasitasnya sebagai ahli. Mengenai isi akta yang

berkaitan dengan akta waris, notaris hanya bertanggung jawab terbatas pada

keterangan yang disampaikan para pihak. bahwa notaris tidak mempunyai tanggung

jawab dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena dalam akta tersebut sudah

dicantumkan klausul bahwa para pihak telah melakukan perhitungan selesai tidak ada

tagih menagih lagi, sehingga notaris hanya bertanggung jawab sampai dengan

pembuatan akta selesai berdasarkan kemauan para pihak. Setelah pembuatan Akta

Pernyataan Waris selesai, maka segera akan diikuti dengan pembuatan Surat

Keterangan Hak Waris oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai ahli bukan

kewenangan sebagai notaris. Hal ini dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah
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dilakukan oleh notaris di Indonesia sejak dahulu. SKHW tidak dapat dibuat dalam

bentuk akta partij, oleh karena belum ada dasar hukumnya, pembuatan Keterangan

Waris dalam bentuk akta partij terbentur dengan ketentuan Pasal 52 dan 53 Undang-

Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu sampai saat ini

masih membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan kebiasaan. Menurut penulis

Akta Pernyataan Waris adalah akta yang paling terpenting, mengingat akta tersebut

berisikan pernyataan dan atau keterangan dari para pihak yang menunjukan secara

hukum siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Akta Pernyataan Waris

ini akan menjadi dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris.

Oleh karena di awal Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris tersebut,

terdapat kalimat: “Berdasarkan Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan, saya notaris,

Nomor:………….., tanggal……………, maka dengan ini saya, menerangkan hal-hal

sebagai berikut:……………..” Dari awal Surat Keterangan Hak Waris tersebut dapat

diketahui bahwa sesungguhnya Surat Keterangan Hak Waris tersebut dibuat

berdasarkan keterangan para pihak yang dimuat dalam Akta Pernyataan Waris. Hanya

saja kemudian dalam Surat Keterangan Hak Waris, notaris dalam kapasitasnya

sebagai ahli menjelaskan bagian masing-masing dari ahli waris, baik berdasarkan

pewarisan ab intestato maupun pewarisan testamentair.

Dalam Surat Keterangan Hak Waris tersebut menurut penulis tanggungjawab

hukum notaris terletak pada kebenaran perhitungan menurut hukum waris bagian

masing-masing ahli waris. Sedangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris

ditentukan notaris dari Akta Pernyataan Waris yang dibuat dalam bentuk Akta Partij,

yang secara hukum notaris hanya menuangkan keterangan dari para pihak. Sehingga

notaris tidak dapat dituntut apabila ada keterangan ahli waris yang tidak benar,

termasuk dalam hal ini adanya anak luar kawin yang diakui. Dalam hal ini tidaklah

dimungkinkan seorang notaris membuat keterangannya sendiri dalam suatu akta yang

dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Menurut J. Satrio dalam Makalahnya yang

disampaikan dalam Pertemuan Notaris di Samarinda, tanggal 14 September 2004

menjelaskan bahwa dalam praktek, untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai

ahli waris, diperlukan suatu dokumen yang menjabarkan ketentuan hukum waris

tentang hal itu, yang dapat dipakai sebagai pegangan oleh para ahli-waris maupun

pejabat-pejabat, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris. Surat seperti itu
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disebut S.K.H.W. Bisa diduga, bahwa S.K.H.W. merupakan dokumen yang sangat

penting dan dibutuhkan oleh para ahli-waris pada umumnya.

S.K.H.W. merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris

meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan. S.K.H.W. pada umumnya

dibuat atas permintaan satu atau beberapa di antara para ahli waris. Sekalipun

S.K.H.W. mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, namun

ternyata tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi S.K.H.W.

S.K.H.W. yang dibuat oleh notaris di Indonesia, dibuat dengan mengikuti jejak para

notaris seniornya, yang pada gilirannya mengikuti jejak dari para Notaris di Negeri

Belanda. Pembuatan S.K.H.W dibuat dalam bentuk di bawah tangan, tetapi

mempunyai kekuatan sebagai akta resmi dari notaris yang berdasarkan pengetahuan

dalam hukum waris telah dapat menguraikan siapa saja ahli waris dan berapa bagian-

bagiannya. Akta keterangan hak waris dibuat mengikuti model akta di bawah tangan

karena tidak mungkn dapat diterima seorang notaris menjadi penghadap dalam akta

yang dibuatnya sendiri dan menguatkan keterangannya dalam suatu relass akta

tentang hal-hal yang diterangkan atau dinyatakannya sendiri. Bentuk Keterangan Hak

Waris dibawah tangan yang dibuatkan oleh notaris adalah bukan bentuk yang diatur di

dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN. Kelemahan atas bentuk S.K.H.W. dibawah tangan

diantaranya jika ada kesalahan atas isi S.K.H.W. tidak mungkin dicabut. S.K.H.W.

yang dibuat dalam bentuk otentik atas pernyataan para pihak, jika ada kesalahan

keterangan yang diberikan adalah merupakan tanggung jawab para pihak sendiri.

Lagipula bentuk S.K.H.W. dibawah tangan tidak mempunyai nilai pembuktian

sebagaimana halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

Atas dasar Pasal 15 ayat 1 semestinya notaris berwenang untuk membuat

S.K.H.W. dalam bentuk akta otentik tidak saja untuk "mereka yang tunduk pada

KUHPerd" namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Bentuk akta otentik yang

mana yang paling sesuai dengan UUJN sebagai suatu penemuan hukum dapat dikaji

bersama. Pembagian warisnya sebelum adanya unifikasi hukum waris dilakukan

sesuai dengan hukum yang berlaku bagi "golongan penduduk" pewaris.

Tidak ada satu aturan dalam hukum Pertanahan yang mengatur pewarisan, norma

yang ada dalam PMNA/KBPN 3/1997, hanya mengatur rujukan hukum yaitu hukum

yang dipilih oleh pewaris artinya jika pewarisan dan pembagian waris sudah sah
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menurut hukum perdata yang dipilih, maka pembuktiannya itu diikuti dan menjadi

dasar untuk pelaksanaan hukum pertanahan (asesor).

Hukum Perdata yang menjadi acuan dalam aturan hukum pendaftaran tanah, tidak

mutatis mutandis adalah aturan hukum yang ada di dalam BW. Dalam praktek jika

hanya untuk balik nama hak, surat keterangan kematian dan surat keterangan waris

yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui Lurah dan Camat cukup menjadi dasar

pendaftaran tanah. Karena, Hukum Pertanahan tidak sampai masuk kedalam ranah

pengaturan hal-hal yang bersifat Perdata, sebagaimana karakter material UUPA, yang

lebih bersifat hukum publik. Berdasarkan hal-hal di atas menurut Kantor Pertanahan

apapun hukumnya, yang dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Keterangan Hak

Waris, sepanjang memenuhi aspek legal formal, maka dapat dijadikan dasar

pendaftaran hak tanah. Yang penting adalah : Pertama, surat keterangan hak waris itu

secara hukum membuktikan sesuatu hak yang beralih dari pewaris ke ahli waris.

Kedua, memenuhi unsur dan persyaratan administrasi pendaftaran tanah dan Ketiga,

dapat dijadikan bukti di lembaga pengadilan.

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dari instansi-instansi

pemerintahan mempunyai kekuatan yang sama artinya adalah semua instansi berhak

menyelenggarakan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris. Pada hakekatnya

tidak ada yang lebih kuat diantara yang lain bahwa dokumen yang dibuat tidak ada

yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena ketiga instansi yang membuat yaitu

Kelurahan/Kecamatan, Notaris dan Balai Harta Peninggalan (BHP) besifat pasif dan

surat tersebut hanya digunakan sebagai alat bukti yang kuat serta pembuatan Surat

Keterangan Waris masih mendasarkan pada pengakuan dari ahli waris masing-

masing.

Dengan demikian kebenaran materiil dari surat tersebut tergantung dari sifat

karakteristik dan kehati-hatian. Maka penyamaan atau penyempurnaan Surat

Keterangan Waris di masa yang akan datang sebenarnya tidak menjadi persoalan,

yang ada hanyalah aspek historis. Oleh karena itu kedudukan pasal 111 (1) PMA

No.3/1997 hanyalah sebagai pedoman/petunjuk administratif di kantor Pertanahan

(BPN) untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan prinsip

stetsel pendaftaran tanah di Indonesia yaitu stetsel pendaftaran positif yang

mengandung unsur negatif. Oleh karena itu perlu suatu kebijakan tersendiri yang bisa
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mengakomodir kepentingan masyarakat dengan melihat kenyataan empiris.

Di Negeri Belanda, dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ada

disebutkan, bahwa Verklaring van Erfrecht termasuk dalam kelompok akta yang

dikecualikan dari kewajiban pembuatan secara Notariil dalam bentuk minut.

Walaupun seperti sudah disebutkan diatas, bahwa tidak ada ketentuan umum yang

mengatur tentang S.K.H.W., tetapi ternyata ada suatu undang-undang, yang kebetulan

mengandung suatu ketentuan yang mengatur peralihan hak atas obligasi negara yang

terdaftar dalam buku besar dari pemiliknya kepada para ahli-warisnya (Wet op de

Grootboek der Nasionale Schu S. 1913 - 105), yang dalam Pasal 14 ayat (2)

mengatakan, bahwa untuk itu harus dibuat suatu S.K.H.W. (Verklaring van Erfrecht),

dalam mana disebutkan antara lain pada pokoknya Verklaring van Erfrecht berisi

tentang :

a. siapa pewarisnya, kapan meninggal dan di mana domisili terakhirnya.

b. Siapa ahli waris pewaris dan berapa hak bagian masing-masing.

c. Ada tidaknya wasiat dan kalau ada, perlu ada penyebutannya secara rinci isi wasiat

tersebut.

d. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dan para ahli-waris.

e. Pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap para ahli waris kalau ada.

f. Dibuat in originali.

Pembuatan S.K.H.W. oleh notaris dengan mendasarkan pada ketentuan Wet op de

Grootboek der Nasionale Schul seperti itu, walaupun tidak didasarkan atas suatu

ketentuan umum yang secara khusus mengaturnya, tetapi karena telah dilaksanakan

untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dikatakan, bahwa praktek

pembuatan S.K.H.W. seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Jadi dari suatu

ketentuan khusus telah ditarik menjadi suatu ketentuan umum.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka S.K.H.W. yang dibuat oleh notaris

pada umumnya berbentuk pernyataan sepihak dari notaris, dengan mendasarkan

kepada keterangan-keterangan dan bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang

disampaikan atau diperlihatkan kepadanya, berisi data-data sebagai yang disyaratkan

oleh Wet op de Grootboek der Nasionale Schul tersebut di atas.

Menurut J. Satrio yang perlu sekali diperhatikan adalah, bahwa S.K.H.W. menetapkan

siapa ahli waris “pada saat pewaris mati” (dan berapa hak bagian para ahli waris),
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bukan siapa ahli waris pada saat S.K.H.W. dibuat. Kedua moment tersebut bisa

memberikan hasil perhitungan yang sangat berbeda, sebab seringkali S.K.H.W. baru

dibuat sekian lama sesudah pewaris meninggal. Sangat berbeda, sebab seringkali

S.K.H.W. baru dibuat sekian lama sesudah pewaris meninggal.

Kalau sementara antara waktu matinya pewaris sebut saja X dengan saat pembuatan

S.K.H.W., ada diantara para ahli-waris sebut saja C yang meninggal dunia, maka pada

waktu pembuatan S.K.H.W. dari X, hak bagian C tetap dihitung, bahkan sekalipun C

meninggal dunia tanpa menikah. J. Satrio dalam praktek pernah menemukan

S.K.H.W. yang dalam kasus seperti tersebut di atas, langsung saja membagikan hak

bagian C kepada sesama ahli waris X. Seharusnya hak bagian C tetap dihitung dan

hak bagian tersebut bercampur dengan harta pribadinya dan menjadi harta warisan C.

Ini menjadi hak bagian ahli waris C. Untuk C nantinya ada kemungkinan juga

dibuatkan S.K.H.W. tersendiri. Hasil perhitungan cara yang pertama dengan cara

yang kedua bisa sangat berbeda, apalagi kalau C ternyata meninggalkan wasiat.

Setelah S.K.H.W. dibuat maka Notaris/PPAT dapat melakukan peralihan hak ke para

ahli waris yaitu saudara kandung Almarhum Tuan Hiantoro (tuan Akon, tuan

Masjono, nyonya Then Tjhin Khiun, nyonya Maryati dan nyonya Chin Lui).

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak

yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak saat itu para ahli waris

menjadi pemegang haknya yang baru.Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan

juga diwajibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli

waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran, agar data yang tersimpan dan

disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan Hak Waris, atau

surat Penetapan Ahli waris atau surat keterangan ahli waris. Dokumen yang

membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena

pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama

kali hak yang bersangkutan atas nama yang mewariskan.

Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku bagi ahli waris sudah ternyata suatu hak yang merupakan harta waris jatuh

pada seseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan haknya dapat

langsung di lakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain, misalnya akta PPAT.

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012



Universitas Indonesia56

Dasar Hukum yang digunakan dalam proses pengalihan dan perolehan hak atas tanah

di Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

(UUPA).

b. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.

c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997.

e. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

f. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli

2003.

Persyaratan pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan

adalah sebagai berikut :

a. Surat Permohonan.

b. Sertipikat Asli.

c. Surat Keterangan kematian atas nama pemegang hak dari kepala Desa / Lurah

tentang tanggal pewaris waktu meninggal dunia atau rumah sakit atau instansi lain

yang berwenang.

d. Asli surat keterangan waris (Apabila waris diikuti peralihan hak dan asli surat

keterangan waris telah dilekatkan pada minut akta, maka yang diserahkan cukup

fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) dengan berpedoman pada

empat kategori :

1) Golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris.

2) Golongan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan atau

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

e. WNI asli dibuat oleh para ahli waris yang dikuatkan oleh Lurah / Kepala Desa dan

camat dengan dua orang saksi.

f. Perkawinan antar golongan dibuat oleh Notaris.

g. Surat kuasa (jika yang mengajukan permohonan bukan ahli waris yang

bersangkutan).
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h. Identitas dari para ahli waris dan penerima kuasa (fotocopy KTP dan KK yang

masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang apabila akan dialihkan

kepada pihak lain, sedangkan salah satu ahli waris tidak diketahui alamatnya maka

semua ahli waris yang ada membuat pernyataan tersediri bahwa segala hal yang

timbul dibebankan kepada ahli waris yang ada tersebut atau ijin menjual

berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri).

i. SPPT PBB tahun berjalan.

j. Surat Setor BPHTB

Pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris tesebut masih

didasarkan pada Edaran dari Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 20 Desember 1969

Nomor DPT/12/63/69 yang menyatakan masih berlakunya penggolongan. Dengan

berbekal surat keterangan hak waris tersebut, maka dapat dilakukan pendaftaran atas

nama semua ahli waris, atau jika diantara ahli waris ada perdamaian maka harus

dibuat akta pemisahan harta warisan oleh PPAT. Jika sertifikat tersebut sudah atas

nama para ahliwaris dan kemudian diletakkan diatas nama seseorang maka harus

dibuatkan akta PPAT. Pemilikan tanah secara warisan ini dapat kelompokkan

berdasarkan kondisi perolehannya, yaitu :

a. Sertifikat masih terdaftar atas nama Pewaris dan akan dibalik nama ke seluruh

ahli waris.

Misalnya seorang bernama A misalnya memiliki sebidang tanah. Amir

memiliki isteri (B) dengan dua orang anak (C dan D). Kemudian A meninggal

pada tahun 2007 dan tak lama kemudian D meninggal tahun 2008. D memiliki

satu orang anak (D1) yang masih hidup. Dengan meninggalnya A, jika tanah

tersebut akan di balik nama ke atas nama seluruh ahli waris dari A, yaitu: B,

C, dan D1 (sebagai pengganti dari D). Setiap terjadinya kematian, maka yang

harus dilakukan adalah :

1) pembuatan surat kematian dari kelurahan (untuk pribumi) dan dengan

akta Notaris (untuk WNI keturunan).

2) Pembuatan SKHW, karena pewarisnya ada dua orang, yaitu A dan D,

maka SKHW dibuat dua buah atas nama keduanya.

3) Pembayaran BPHTB waris sebesar {(NJOP - nilai tidak kena pajak

untuk waris) X 5%} x 50%
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4) balik nama ke seluruh ahli waris (B, C, dan D1).

b. Sertifikat masih terdaftar atas nama pasangan pewaris (suami/isteri pewaris).

Sertifikat terdaftar atas nama A, namun isterinya (B) meninggal dunia.

Sedangkan anak mereka ada dua orang, yaitu C dan D. Karena tanah tersebut

terdaftar atas nama orang yang masih hidup, maka atas sertifikat tanah tersebut

tidak perlu dilakukan balik nama ke seluruh ahli waris. Pembuatan Surat

Keterangan Hak Waris (untuk pribumi) oleh lurah/Camat dan Surat

Keterangan Hak Waris secara Notariil (untuk WNI keturunan). Karena

sebagian dari tanah tersebut adalah harta bersama, maka jika ingin dilakukan

penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank,

maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan.

Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan Notaris

pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka orang tersebut dapat

membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat

atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.

c. Sertifikat sudah terdaftar atas seluruh ahli waris dari pewaris (sudah dibalik

nama), namun akan di lepaskan ke salah seorang ahli waris saja.

Sebagai contoh: sertifikat atas nama A. Karena A meninggal dunia, maka

sertifikat harus di balik nama ke atas nama isterinya (B), dan kedua orang

anaknya (C dan D). Namun, dalam hal ini C ingin membeli bagian B dan D.

sehingga nantinya sertifikat bisa atas nama C sepenuhnya.Dalam hal tersebut,

maka tahapan yang harus dilakukan adalah:

1) Tetap dibuatkan keterangan waris;

2) Pembayaran BPHTB waris sebesar {(NJOP - nilai tidak kena pajak

Untuk waris) X 5%} x 50%;

3) Balik nama ke seluruh ahli waris (B, C dan D);

4) Dibuatkan akta Pembagian Hak Bersama secara PPAT (agar sertifikat

tersebut dapat dibalik nama ke atas nama C);

5) Untuk proses tersebut, C harus membayar :

a) Pph sebesar = 2/3 x (NJOP x 5%) dan

b) BPHTB sebesar = (NJOP - NTKP) x 5

6) Pelaksanaan balik nama ke atas nama C.
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Jika kondisi sertifikat masih atas nama A, kemudian C akan langsung membeli

bagian dari B dan D, maka proses di atas bisa dilakukan sekaligus

(bersamaan).

Setelah Sertipikat hak atas tanah tersebut selesai dibalik nama ke para ahli waris

(tuan Akon, tuan Masjono, nyonya Then Tjhin Khiun, Nyonya Maryati, Nyonya Chin

Lui), hal yang dilakukan Notaris/PPAT adalah membuat Akta Jual Beli dari para ahli

waris tersebut ke nyonya Kristiany, agar nyonya Kristiany dan anak-anaknya dapat

memiliki harta yang ditinggalkan oleh almarhum tuan Hiantoro. Pak Marsudi, SH

dalam hal ini bertindak sebagai PPAT membuatkan akta Jual Beli antara para ahli

waris dengan nyonya Kristiany. Tetapi sebelum membuat akta jual beli tersebut ada

beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para ahli waris selaku penjual dan nyonya

Kristiany selaku pembeli. Hal-hal yang harus dipenuhi tersebut adalah :

1. Penjual wajib menghubungi kantor pajak untuk menentukan jumlah pajak

yang harus disetor berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Kantor pajak

akan memberikan surat setoran pajak (SSP).

2. Penjual membayar pajak ke bank yang telah ditentukan.

3. Bukti dari setoran pajak dan sertifikat asli dibawa ke PPAT.

4. PPAT akan melakukan validasi terhadap SSP dan BPHTB yang sudah

dibayarkan oleh penjual dan pembeli.

5. PPAT akan meneliti apakah penjual merupakan orang / lembaga yang berhak

atas tanah tersebut.

6. PPAT akan meneliti apakah pembeli merupakan orang / lembaga yang berhak

membeli tanah tersebut.

7. Jika harus mewakilkan kepada seseorang, kuasa itu harus dinyatakan secara

tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya dan dilegalisasi seperlunya.

8. PPAT melakukan verifikasi ke Kantor Kanwil untuk mendaftarkan peralihan

hak tersebut ke atas nama pembeli (nyonya Kristiany).

9. Menunjukkan sertifikat tanah yang asli untuk diperiksakan ke kantor

pertanahan (BPN) setempat. Jika tanah belum didaftarkan / dibukukan dalam

buku tanah, kantor BPN dapat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran

Tanah (SKPT) di kantor tersebut.

10. Penyerahan IMB dan blue print (gambar cetak biru).
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11. Penyerahan copy KTP penjual (suami – istri).

12. Penyerahan surat persetujuan menjual dari suami – istri.

13. Penyerahan copy kartu keluarga penjual.

14. Penyerahan copy KTP pembeli.

15. Pembuatan akta jual – beli di PPAT.

Setelah data-data tersebut lengkap maka PPAT sudah bisa membuatkan Akta Jual

Beli nya dan para pihak (penjual dan pembeli) bisa menandatangani akta tersebut.

Prosedur penandatanganan akta jual – beli (AJB) adalah sebagai berikut :

1. Penjual dan calon pembeli atau kuasanya harus menghadiri pembuatan akta.

2. Pembuatan akta harus dihadiri sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membacakan dan menjelaskan isi dan

maksud dari pembuatan akta.

4. Jika isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli, akta

ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi – saksi, dan PPAT.

5. Akta dibuat 2 (dua) lembar asli, 1 (satu) lembar disimpan di kantor PPAT dan

1 (satu) lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan (BPN) untuk

keperluan pendaftaran (balik nama), untuk penjual dan pembeli mendapatkan

salinan akta.

6. Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

Setelah pembuatan Akta Jual-Beli :

(a) PPAT menyerahkan berkas AJB ke kantor pertanahan untuk keperluan balik

nama sertifikat.

(b) Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak

ditandatanganinya akta tersebut.

Berkas yang diserahkan adalah:

- Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli

- AJB PPAT;

- Sertifikat hak atas tanah;

- Kartu tanda penduduk (KTP) pembeli dan penjual;

- Bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan (PPh);

-Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

Proses di Kantor Pertanahan :
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(a) Setelah berkas disampaikan ke kantor pertanahan, kantor pertanahan

memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT,

selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada pembeli.

(b) Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret

dengan tinta hitam dan diparaf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat

yang ditunjuk.

(c) Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom

yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan

dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

(d) Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli sudah dapat mengambil sertifikat

yang sudah atas nama pembeli di kantor pertanahan.

Demikianlah dengan berpindahnya hak atas tanah tersebut ke nyonya Kristiany

dengan jalan Peralihan hak melalui jual beli maka anak-anak dari Almarhum tuan

Hiantoro yaitu Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti dapat memiliki harta

warisan dari ayahnya (tuan Hiantoro), dikarenakan antara ibu dan anaknya

mempunyai hubungan perdata sehingga hak atas tanah tersebut dapat dimiliki oleh

anak-anak mereka, hal ini sesuai dengan Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974

mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Selain cara tersebut diatas menurut Notaris/PPAT Bapak Marsudi, Sarjana

Hukum masih ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah

tersebut ke anak luar kawin yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada

Pengadilan Negeri setempat agar anak luar kawin tersebut disahkan menjadi para ahli

waris dari si Pewaris. Dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri

setempat anak-anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris dari di Pewaris,

maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa

benar isteri dan anak-anak luar kawin tersebut adalah ahli waris yang sesungguhnya,

setelah keluar surat keputusan pengadilan negeri tersebut maka para ahli waris

diwajibkan untuk membayar pajak sebagaimana yang telah ditentukan oleh
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Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Sehingga setelah selesai semua

dilakukan barulah bisa dilakukan balik nama ke para ahli waris tersebut dengan

berdasarkan keputusan pengadilan negeri ini pihak dari Badan Pertanahan Nasional

mau melakukan balik nama waris kepada isteri atau anak-anak luar kawin tersebut.

Namun cara ini tidak dianjurkan oleh Notaris/PPAT Bapak Marsudi, Sarjana Hukum,

dikarenakan membutuhkan banyak sekali biaya dan waktu untuk mendapatkan

keputusan pengadilan negeri tersebut sehingga akan memberatkan Klien tersebut. Jadi

sebagai seorang Notaris/PPAT kita harus bisa mencermati setiap permasalahan yang

ada dan berkewajiban memberikan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak.

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012



Universitas Indonesia63

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tunduk pada perundang -

undangan (menurut hukum Indonesia) pengaturan pemilikan tanahnya tidak

diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sehingga anak

luar kawin tersebut tidak bisa memiliki tanah peninggalan si pewaris, Undang-

Udang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam

Pasal 43, yaitu:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

namun untuk anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya telah diatur

dalam KUHPerdata sehingga anak luar kawin yang diakui tersebut dapat

mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya. Anak luar kawin yang telah

diakui sah (Pasal 862 KUHPerdata) berhak menjadi ahli waris sebagaimana

telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu anak luar kawin mempunyai

kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama (mewaris bersama suami/

isteri, dan anak-anak sah), anak luar kawin juga mempunyai bagian mutlak

yang dilindungi Undang-Undang (Pasal 916 KUHPerdata). Besarnya bagian

warisan anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 863 KUHPerdata);

2. Keputusan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Agar anak luar kawin dapat

memiliki hak atas tanah warisan yaitu dengan melihat dari pembagian

golongan ahli waris yang berhak mewaris, kemudian dibuatkan Akta

Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris, balik nama Sertipikat ke para

ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang

dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

dibuatkan Akta Jual Beli nya ke istri pewaris atau anak-anak pewaris adalah

telah sesuai dengan Ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 43 (1), yaitu: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
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hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selain cara tersebut diatas masih ada kemungkinan lagi untuk mendapatkan

Hak atas tanah yaitu dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk

menetapkan bahwa anak-anak luar kawin adalah benar ahli waris dari si

pewaris, tetapi cara ini tidak dilakukan karena dianggap terlalu banyak

mengeluarkan biaya dan banyak waktu yang terbuang.

2. SARAN

1. Sebaiknya untuk perlindungan anak luar kawin dan kepastian hukum, setiap

perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun `974, agar anak-anak yang lahir

dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah,

dengan demikian tidak menimbulkan polemik hukum dikemudian hari.

2. agar anak luar kawin tersebut mendapatkan harta warisan si pewaris, maka

disarankan untuk dimintakan ke Notaris/PPAT permohonan penetapan ke

Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan terhadap anak-anak luar kawin harus

dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut sepanjang

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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